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ABSTRAK

Farel Rizki . Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
Untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah

Kota Payakumbuh
Pembimbing : Chichi Andriani, SE, MM.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame untuk Memaksimalkan Pendapatan Asli

Daerah Kota Payakumbuh.

Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif. Data yang
digunakan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian

dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pemungutan
Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
berjalan dengan baik. Namun, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan
edukasi terhadap wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dan
kesadaran  wajib  pajak tersebut dalam membayarkan pajak
terutangnya, hal teirsebut dapat berdampak kepada menurunnya
Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk
meningkatkan penerimaan pajak reklame dengan tujuan untuk
memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan, Pajak Reklame, Pendapatan
Asli Daerah.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara
yang memiliki peran penting dalam membiayai kegiatan perekonomian
dan pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 yang dirubah empat kali menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1
ayat 1: “Pajak adalah konntribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”. (Mardiasmo, 2016:3). Pajak dilndonesia dikatergorikan menjadi
Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang tujuannya untuk pembiayaan

perekonomian dan pembangunan.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berbeda dengan pajak
yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dikelola oleh
Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara dan pembangunan yang mencakupAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Pajak Daerah diatur
berdasarkan Undang-Undang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(PDRD), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan
Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah dan
kemakmuran rakyat.

Peningkatan dan pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemandirian daerah.

Tingginya pendapatan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan



usaha-usaha dan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai

penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan dari daerah tersebut.

Menurut Fauzi dan Iskandar (1984: 44) “Pendapatan Asli Daerah
merupakan segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas
daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh
karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut

seintensif mungkin”.

Dalam persoalan tersebut, Pemerintah daerah harus mampu
meningkatkan PAD secara optimal dan semaksimal mungkin dengan cara
mengelola sumber-sumber PAD, sehingga kegiatan pembangunan daerah
dapat terlaksana dengan baik. Untuk dapat meningkatkan penerimaan
PAD, pemerintah daerah harus mengetahui dan menghitung pendapatan
daerah, menggunakan dan menerapkan metode yang tepat, yang sesuai
dengan kondisi di daerahnya, sehingga proses penerimaan pendapatan

daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Salah satu sumber penerimaan yang mempengaruhi Pendapatan Asli
Daerah dilndonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera
Barat. Lokasi Kota Payakumbuh yang strategis dijadikan sebagai pusat
ekonomi dan perdagangan. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan
perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan perekonomian daerah
tercermin dari Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu upaya Pemerintah
Kota Payakumbuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah

melalui pemungutan pajak daerah.



Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu tolak ukur kemampuan
daerah untuk mengeksploitasi pendapatan daerahnya, dengan mengetahui
seberapa besar pendapatan daerah dari sektor pajak dan kontribusinya
terhadap penerimaan daerah. Dalam meningkatkan pembangunan daerah
untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dibutuhkan
sumber-sumber penerimaan yang memadai. Pendapatan Asli Daerah
diharapkan dapat menunjang dan menjadi penyanggan utama dalam
pembiayaan kegiatan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah harus
mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan daerah sehingga dapat
meningkatkan penerimaan daerah tersebut, untuk digunakan dalam

berbagai kegiatan terutama pembangunan daerah yang bersifat mandiri.

Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan daerah,
maka pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan daerahnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah di
Indonesia dibagi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terdiri atas Pajak
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air
Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pengenaan Pajak Reklame di Kota Payakumbuh diatur dalam perda
Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana yang tertera pada
pasal 2 meliputi: reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, reklame
kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan
(termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara,
reklame film/ slider, dan reklame peragaan. Subjek pajak yang dikenakan
pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklame.Reklame sebagai media informasi dari individu atau perusahaan

kepada masyarakat untuk mempromosikan barang atau jasanya. Reklame



yang dijumpai di Kota Payakumbuh biasanya berupa reklame barang-
barang elektronik (handphone dan komputer), reklame calon legislatif,
reklame baju dan celana, reklame otomotif (mobil dan motor), reklame
promosi tempat perbelanjaan, reklame produk kosmetik, dan reklame
kartu perdana. Reklame sebagai sarana informasi dan promosi barang atau
individu atau sehingga

jasa yang disediakan oleh perusahaan,

memperbesar peluang individu atau perusahaan tersebut untuk

meningkatkan pendapatannya.

Selain menjadi sarana Informasi, reklame juga digunakan sebagai
sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut dikarenakan
pemerintah daerah memungut pajak atas reklame yang disebut Pajak
Reklame. Semakin banyak perusahaan atau individu yang menggunakan
reklame untuk mempromosikan barang atau jasa, semakin meningkat pula
pendapatan yang diterima daerah, sehingga pendapatan daerah yang besar

dapat meningkatkan pembangunan daerah.

Pajak reklame berperan dalam memaksimalkan pendapatan daerah.
Reklame dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan atau mengiklankan
produkatau jasa oleh orang pribadi atau badan usaha, Pajak reklame yang
dibayarkan oleh wajib pajak digunakan sebagai pembiayaan dalam
pembangunan daerah, sehingga pembangunan dan perekonomian daerah

dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.

Tabel 1.Target dan Realisasi Pajak Reklame periode 2014-2019

No | Tahun Target Realisasi Persentase
1 2014 Rp.237.515.000 Rp.227.881.154 96%
2 2015 Rp.234.000.000 Rp.260.593.726 111%
3 2016 Rp.277.000.000 Rp.304.863.916 110%
4 2017 Rp.315.000.000 Rp.330.607.576 105%
5 2018 Rp.333.000.000 Rp.333.016.299 100%
6 2019 Rp.331.700.000 Rp.332.373.723 100%

Sumber: BKD Kota Payakumbuh,(2021 diolah)



Pada tabel dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame
pada Badan Keuangan DaerahKota Payakumbuh pada tahun
2014realisasi penerimaan pajak reklame lebih kecil dari yang
ditargetkan dengan persentase 96%, tahun 2015 realiasi penerimaan
mengalami kenaikan drastis dengan persentase 111%, tahun 2010
persentase penerimaan 105% , kemudian pada tahun 2018 dan 2019
persentase penerimaan pajak reklame sebesar 100%, dengan demikian
dapat diketahui bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun 2014-
2019 mengalami peningkatan dan penurunan sehingga berpengaruh
terhadap pendapatan daerah, sehingga pendapatan asli daerah juga

mengalami peningkatan dan penurunan.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Reklame,
Belum Membayar Pajak Reklame dan Gagal di Kota
Payakumbuh Periode Tahun 2018-2020

No | Tahun | Jumlah WP Bayar Belum Bayar Gagal

1 2018 1.154 822 321 11
2 2019 1.198 819 46 333
3 2020 1.055 752 128 175

Sumber : Badan Keuangan Kota Payakumbuh (diolah, 2021).

Dari Tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari Tahun 2018 dengan
Jumlah wajib pajak reklame Kota Payakumbuh berjumlah 1.154 orang,
yang membayar pajak reklame berjumlah 822 orang, yang belum
membayar pajak reklame berjumlah 321 orang dan pajak reklame
yang gagal berjumlah 11. Pada Tahun 2019 dari Jumlah wajib pajak
reklame 1.198, yang membayar pajak reklame berjumlah 819 orang,
yang tidak membayar pajak reklame berjumlah 46 orang dan pajak
reklame yang gagal berjumlah 333, dan Pada Tahun 2020 Jumlah
wajib pajak reklame 1.055 orang, yang membayar pajak reklame 752
orang, yang tidak membayar pajak reklame berjumlah 128 orang dan
pajak reklame yang gagal berjumlah 175.




Dengan kata lain, proses pemungutan pajak dapat berjalan maksimal
dan juga sering terjadi kendala. Kendala tersebut dapat terjadi karena
faktor internal dan eksternal dari proses pemungutan pajak tersebut, seperti
kendala dari wajib pajak, sistematika pemungutan pajak dan kendala dari
pemungut pajak. Untuk itu diperlukan pengamatan bagaimana proses
pemungutan pajak berlangsung, agar dapat mengkoreksi kesalahan-
kesalahan dalam tata cara pemungutan pajak, sehingga dapat
meningkatkan pelayanan dan memberi dampak positif kepada wajib pajak

dan juga dapat memaksimalkan proses pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian  dengan judul:  “EVALUASI PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME UNTUK MEMAKSIMALKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH”.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah
yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana evaluasi
pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh?.

B. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui
evaluasipelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk memaksimalkan

Pendapatan Asli DaerahKota Payakumbubh.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh

penulis selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang



sebenarnya terjadi mengenai pajak reklame pada Pendapatan Asli
Daerah Kota Payakumbuh.

Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi
Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, khususnya mengenai
evaluasi pemungutan pajak, supaya proses pembayaran pajak berjalan

dengan semestinya.

Bagi Masyarakat

Untuk mendapatkan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan
pemugutan pajak reklame untuk memaksimalkan Pendapatan Asli
Daerah Kota Payakumbuh, sehingga dapat memberikan pengetahuan
khususnya tentang pajak reklame kepada masyarakat.



BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan tentang

Evaluasi  Pelaksanaan ~ Pemungutan  Pajak  Reklame  Untuk

Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak

reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat
dikatakan berjalan dengan baik. Namun maasih ada yang perlu
diperhatiakan seperti:

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap wajib pajak dapat
mempengaruhi  kepatuhan dan kesadaran wajib pajak tersebut
dalam membayarkan pajak terutangnya.

2. Faktor lainnya seperti kurangnya tenaga dalam proses pemungutan
pajak reklame.

3. Sarana prasarana yang kurang memadai, serta sistem teknologi dan
informasi yang belum menyeluruh. Hal tersebutdapat berdampak

kepada menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

B. Saran
Berdasarkan penjelasan dan uraian dari kesimpulan diatas maka
saran penelitian ini adalah :

1. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebaiknya selalu
melakukan peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana yang
menunjang dalam proses pembayaran pajak, sehingga dapat
meningkatkan ~ kesadaran dan antusias masyarakat dalam
membayar pajak.

2. Sarana prasarana serta sistem teknologi dan informasi yang perlu

ditingkatkan dan dimaksimalkan.
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3. Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebaiknya
mengembangkan pelayanan melalui sistem teknologi dan
informasi sehingga dapat memudahkan masyarakat yang akan
membayar pajak terutangnya tidak perlu datang ke Kantor
Badan Keuangan Daerah, namun dapat membayar melalui

mobile banking sehingga lebih efektif dan efisien.
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